
P]]R,ryIURAN DAF]IIAI-I I{ABUPATtrN MUARA ENIM

NOMOII 6 TAI.IUN 2OI2

TI'NTANG

OIIGANISASI DAN 1}\TA KtrRJA

ST'I(RB'IARIAT DDWAN PIINGURUS I(ORPS PBGAWAI

ITEPU B LI I( I N D O N II S IA fiAISU }-'ATtrN M UARA t' NI M

DBNGAN IIA}{MAT"IUHAN YANG MAHA T'SA

Menimbang : a.

b.

BUPA,II MUARA BNIIVI,

bahwa dalarn rangka melaksanakan tugas dan fungsi

sebagai pelaksnnaan Peraturan Pemndang-Undangan dan

tugeis pernerintahan uln1-lm lainnya, Pemerintah Daerah

clapat urembentuk lembaga lain sebagai bagian dari

peran.gkat daerafr.

bahwa clalam rerngka menunjang pelaksanaan tugas serta

pernberian durkungan adrninistrasi }<epada Dewan Pengurus

I(orps Pegawai Repr-rblik Inclonesia l(abupaten Muara Enim,

berclasarkan Peraturan Menteri Dalarl Negeri Nomor 17

Tahun 2AOg tentang Pedoman organisasi dan Tata Kerja

sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri sipil

Iteputllik Inclonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu

diatur organisasi cian Tata Kerja sekretariat Dewan

pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten

Muara Enirn ;

bahwa berdasarkan pertimbangan seba,gaimana dimaksud

dalam hurr-rf a clan b perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang OrganisiLsi dan Tata kerja Sekretariat Dewan

pengurus Korps pegawai Repubiik Indonesia Kabupaten

Muara trnim

undang-undang Nomor 2B Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah'Iingkat II dan Kotapraja di sumatera

Selatan(Lembarran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1821);

C.

Mengingat : 1.



2. Underng-Llndang Nomor B 'lahun 1974 tentang Pokok-Pokok

I(epegawaian (l,ernbafan Negara Republik Indonesia Tahun

1974 Nomor 55, Teirnbaha,n Lernbaran Negara Republik

Indonesia Nornor 3041) sebagairnana telah diutrah dcngim

Undang-Undang -13 Tahun 1999 tentang Perubahan Atns

Undang-Undang Nomor B Tahr"rn 1974 tentang Polcol<*l'}olcol<

I(epegawaian (Lenrbaran Negara IRetr:ublik lndonesia'l'ahun

1999 Nomor 169, Tambahan i,enrl:aran Negarra ltcyrrrl.llil<

Indonesia Nomor 3890);

Undang-Unclang Nornclr 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

'l'ahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Repr-rblik Indor-resia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapakali dir-ibatr terkahir dengan Undang-Undang

Nomor 12 'l'a.hun 2008 tentang Perubahan kedua atas

Undang - Unclang Nomor 32 tahun 20A4 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahr-in 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembararn Negara Republik Indonesia Nomor a9aa);

Urrclang-Undiang 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-tJnciangan (Lembardn Negara

Republil< Indonesia Nomor'82, Tambahan Lembaran Negara

Republil< Indonesia Nomor 523a);

Peraturan lremerintah Nomor 42 Tahun 2OO4 tentang

Pembinaan Jiwa I(orps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

142, Tarmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nclrror rt450);

Peraturan Pernerintah Nomor 3B Tahun 2OO7 tentang

Pembagian Urusau Pemerintah antara Pemerintah,

Pernerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah

I{abupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO7 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara

Repr-rblik Indonesia Nomor a737);

Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 14, Tambahan Lembaran

Negara Ilepublik indonesia Nomor a262);

-.).

/1-t.

5.

6.

7.



Peraturan Pemerinf.ah Nomor 16 Tahun 2010 tentang

Pedomern Penyltsitnan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah 'lcntang 'lata 'l'ertib Dewan Perwakilan Rak]ral

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O

Nonror 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nornor 510a);

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 197 t tentang I(orps

Pegawai Republil< Indonesia;

10.. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang

Pendanaan I{orps Pegawai Republik Indonesia dan

Perlinciungan bagi Pegarvai Negeri Sipil yang ditugaskan

pada Sel<retarlat Dewrln Pengurus Korps Pegawai Republik

Indonesia; .

11. Peraturran Menter^i Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2OOg

tentang Pecloman Orga:risasi dan Tata Kerja Sekretariat

I)ewan Pengurus l(orps Pegawai Negeri Sipil Republik

Indonesia Provinsi clan Kabr-rpaten/l(ota; :

12. Peraturan Darerah I(at-l-rpaten Muara trnim Nomor 10 Tahr-rn

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjacii

Kewenangal Pernerintahan Daerah l(abupaten Muara

Enim (Lembara.n I)aerah Kabupaten Muara llnirn T'alrtrn

2008 Nomor 9).

Dengan Persetr.ijuan Bersama

DBWAN PtrRWAI(ILAN RAKYAT DAtrRAH KA]3UPATtrN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUAITA ENIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KER.IA

SEKFTtrI'ARIAT DT'WAN PT]NGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK

INDONESIA KABUI'A'IBN MUARA ENIM

B.

9.



IJAIJ I

KtrTtrN'IUAN UMUM

F'asal 1

Dalam Peratnran Dacrilh ini yang dimal<sud dengan :

1. Daerah adalah I(abupaten Muara llnim.

2. Pemerintah I(abr-rpaten ridalah Pemerintah Kabupaten Muara

Enirn .

3. Bupati adalah Bupat.i Mr.rara llnim.

4. Sekretaris Daeratr ncialah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara

Enim.

5. Pegaweii Negeri Sipil adak:"h Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

dirnaksud dalarn Urrdang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok-Pol<ok l(epegarvaian sebagaimana telah diubah

riengan Undang-Urrdang Nornor 43 Tahun 1999 tentang

Perubahan atas Undnng-Undang Nomor B Tahun 1974

t entang Irokok-Poliok Kepegawaian.

6. Korps Pegawai Republik Inclonesia yaxg selanjutnya disingkat

I{ORPRI ada1ah ,"vadah untuk rrenghimpun seluruh Pegawai

Republik Indone sia demi rneningkatkan perjuangan,

pengabdian sertei kcsetiaan }<epada cita-cita perjuangan

Bangsa dan Negara, I(esatuan Republik Indonesia

berdasarl<a:r Panczrsiia dan Undang-Undang Dasar 1945 yang

bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netra.l,

produktif dan br:rtanggungjawab.

7. Dewan Pengurus Kabupaten adalah Dewan Pengurus Korps

Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Muara llnirrr.

B. Sekretariat I(ORPRI adalnh Sekretariat Dewan Pengurus Korps

Pegawai Republik Indonesia.

9. Sekretaris KORPIiI adalah Sekretaris Dewan Pengurus Korps

Pegarvai Republih lndonesia Kabr,rpaten Muara Enim.



B/\I3 II

PT'MBBN'i'UKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, rlibentuk Organisasi dan 'l'atit

I{erja Sekretariat L)eu,an Pengurus Korps Pegawai ltcprrlllil<

Indonesia I(abupaten M uru'a Llnirn.

}3AB lII

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN ITUNGSI

Bagian Pertarnei

I(edudukan

Irasal 3

(1) Sel<retariat KORPRI merupa-l<an Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD), secarA teknis operasional bertanggLing jawab

kepada Dewan Pengurus Kabupaten dan seca-ra teknis

administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui

*Sekretaris Daerah

(2) Sekretariat I(ORPlil riipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Kedua

'lugas Pokok

Pasal 4

Sekrelariat Dewan Pengurus KORPRI r:empunyai tugas

rnelaksanal<an dukungan teknis operasional dan administrasi

pada Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas

dan wewenangny&, serta pembinaan terhadap seluruh unsur

dalam lingkungan Sel<reta-riat I(ORPRI.

Bagiem Ketiga

Fungsi

Peisal 5

Untuk meiaksanakzur tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4, Sekretariat KORPRI Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan

kerjasama;



6

b. penyelenggaraan l<egiatan pemltinaan ola-hraga, seni budaya,

mental dan rohani;

c. pernyelenggaraan hegiiltan usaha bantttan hukum dan

ba.ntuam sosial;

cl. perrgkoorclinasian clan fasilitasi penyelenggaraan Dewan

Pengurus Sekretaria.t I(ORPRI Kabupaten;

e. pelaksa.naan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah

dan Ke[ua Dervan Pengurus l(abupaten.

TJAL3 IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susr"rnan Organisasi Sekretariat KOIRPRI, terdiri dari :

a. Sekretaris;

b. Si-rb Bagian Urtum dan Kerjasama;

c. Sub Bagian Olahraga, Seni Budatya, Mental dan Rohani;

cl. Sub BzLgiam Usaha, Bantuan Flukurn clan Sosial.

(2) Bagan slr$unan Organisasi Sel<retarriat KORPRI sebagaimana

tercantum pada iarnpiran Peraturan Daerah ini.

BAIS V

ESi}I,ONISASI

Pasal 7

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan :

1. Eselon Sekretaris KORPIRi adalah eselon III.b;

2. Eselon Kepala Sr-rb Bagian adalah eselon IV.b.

BAB VI

TATA I{trRJA

Pasal B

(1) Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksalakan tugas

masing-masing wqiib tnenerapka.n prinsip koordinasi,

integrasi, sirnplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup



sekrel.ariat KoltPi{ clan dalam hubungan dengan instansi
lain;

(2) setiap pirnpinan $atuan unit organisasi bertanggung jawab

rnemimpin dan mengkoorciinasikan bawahan masing-masing

clan memberil<an pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan

tugas bawahannya;

(3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan

urernatuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan

dan menyampaii<an laporau secara berkala tepat pada waktu
atau sewaktu-wa,ktu sesuai kebutuhan;

(4) Dalam meli-rksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit
organisasi wajib rne.lal<nkan pembinaan dan pengawasarl

satuan unit organisasi yang dipangkunya.

BAB VII

Ktr]'IINTUAN T'ENUTUP

Pasal 9

Penjabaran Tugas Pol<ok dan Fungsi Sekretariat KORPRI dan

hal-hal ya.ng belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan

diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peratnran Daerah ini maka Peraturan

Daerah I(abr-rpaten Muara trnim Nomor 7 Tahun 2OO9 tentang

Pembentukan Organisasi cian Tata Kerja Sekretariat Dewan

Pengurus I(orps Pegawai Repr-rblik Indonesia Kabupaten Muara

Enim (Lernbaran Daere*r Kabupaten Muara trnim Tahun 2OO9

Nomor 1 Seri D), dinynl,akan dicabut dan tidak berlaku.



Pasal I 1

Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ager supaya setiap orang mengetahuinya, memerin

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Diteta di Muar,a Enim

pada & *Iitr$$ffiy, ?0

BUP TI MUARA ENIh{

I\{UZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal ?S sesemker *&f€

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUARA EI{IM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2OL2 NOMOR 6

ff
TAUFIK RAHMAN
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